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P U T U S A N 

Nomor 0028/Pdt.G/2017/PA.Mna. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:  

 Pemohon, tempat tanggal lahir Talang Tinggi, 22 Juli 1982, agama Islam, 

pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di 

Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai Pemohon; 

                                                         melawan 

 Termohon, tempat tanggal lahir Penengahan, 03 Desember 1988, agama 

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat 

tinggal dahulu di Kabupaten Bengkulu Selatan, sekarang 

tidak diketahui  lagi alamatnya di wilayah RI (ghaib) 

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal          

8 Januari 2018 mengajukan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 9 Januari 2018 

dengan nomor register 0028/Pdt.G/2018/PA.Mna., telah mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :  

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Isteri yang sah menikah 

pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2009  dengan wali nikah ayah kandung 

Termohon,  status Jejaka dengan Perawan dengan mas kawin beru 

pacincin, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor  No 

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Kedondong tanggal 04 Juni 2009; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Bahwa sesaat setelah akad nikah orang anak, yang bernama Anak I, 

laki-laki berumur 7 tahun sekarang anak tersebut ikut Pemohon; 

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah 

tangga di rumah kontrakan di Jawa Barat  selama lebih kurang 2 tahun, 

kemudian tinggal di rumah orang tua  Pemohon di Desa Talang Tinggi 

sampai akhirnya berpisah; 

4. Bahwa, keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada 

mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian 

sejak bulan juni 2011 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan 

yang sulit didamaikan; 

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering 

terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena; 

1. Termohon pergi tanpa pamit; 

2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami; 

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon 

dan Termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 01 Juni 

2015 (Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua sedangkan Termohon 

tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah RI (ghaib), selama 

berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi, antara 

Pemohon danTermohon telah berpisah selama lebih kurang 2 tahun 6 

bulan; 

7. Bahwa kurang lebih sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu hingga sekarang, 

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa Izin Pemohon dan tanpa 

alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan 

tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang 

jelasdanpasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib); 

8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon tetapi tidak 

juga membuahkan hasil; 

9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak 

mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan 

jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara 

dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang 
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memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan 

putusan sebagai berikut; 

PRIMER : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

SUBSIDER : 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;  

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah 

hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan 

tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita 

Pengganti Pengadilan Agama Manna, sedangkan ketidak-hadirannya itu 

tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan 

dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon; 

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha 

memberikan nasihat kepada Pemohon di setiap persidangan agar tetap 

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi 

usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim Ketua Majelis tidak dapat 

memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi 

sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir 

di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan 

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa 

didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan juga 

tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum dank arena 

perkara ini masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti; 

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : 
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A. Alat Bukti Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor No Akta Nikah yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedondong, tanggal 

04 Juni 2009, telah bermeterei cukup, dinazagelen Pos dan dicocokkan 

sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P); 

B. Alat Bukti Saksi 

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidkan SLTP, pekerjaan buruh 

bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi 

tersebut mengaku sebagai kakak sepupu Pemohon dan di bawah 

sumpah menerangkan sebagai berikut:  

 Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon; 

 Bahwa saksi kenal dengan Termohon; 

 Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah 

suami isteri dan saksi hadir pada saat di pernikahan Pemohon dengan 

Termohon; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di 

rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sampai 

berpisah; 

 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikeruniai 1 

orang anak dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon; 

 Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon awalnya rukun harmonis, namun 1 tahun terakhir sebelum 

berpisah (4 tahun yang lalu) sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran;  

 Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ketika 

terjadi pertengkaran;  

 Bahwa saksi mengetahui penyebab dari perselisihan Pemohon dan 

Termohon karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua 

Termohon di Lampung tanpa pamit kepada Pemohon; 

 Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon; 

Disclaimer
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 Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 

lebih kurang 3 tahun, Termohon pergi tidak diketahui keberadaanya 

(ghaib); 

 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Termohon, namun 

tidak berhasil; 

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut 

mengaku sebagai kakak ipar Pemohon dan di bawah sumpah 

menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal Termohon bernama Santinah; 

 Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah 

suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan 

Termohon; 

 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terkahir di 

rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sampai 

akhirnya berpisah; 

 Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;  

 Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 

orang anak dan anak tersebut sekarang ikut bersama Pemohon; 

 Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

awalnya rukun dan harmonis, namun 1 tahun terakhir sebelum 

berpisah (4 tahun yang lalu) sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

 Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ketika 

terjadi pertengkaran;  

 Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan 

Termohon adalah karena Termohon sering pulang ke rumah orang 

tuanya di Lampung tanpa pamit kepada Pemohon; 

 Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 

lebih kurang 3 tahun, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama 

tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang; 
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 Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mencari Termohon, 

namun tidak berhasil;  

Bahwa Pemohon mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya dan 

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya 

untuk berpisah dengan Termohon dan mohon agar segera dijatuhkan 

putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk 

segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara 

ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada 

pokoknya sebagaimana tersebut diatas ; 

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan izin 

menjatuhkan talak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 

3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, kemudian 

Pemohon dan Termohon berdasarkan bukti (P) adalah suami istri sah dan 

keduanya masih terikat dalam perkawinan, oleh karena itu permohonan izin 

cerai Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah dan 

keduanya memenuhi kualifikasi sebagai pihak-pihak yang mempunyai 

kepentingan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim telah 

berusaha maksimal menasehati Pemohon agar tidak meneruskan 

permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang 

dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 115 Kompilasi Hukum 
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Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang 

dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

(PERMA RI) Nomor  1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 

tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan ;  

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi 

dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya 

yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan 

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan 

diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek); 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan 

Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 

harmonis selama lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2011 

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon 

sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Pemohon. 

Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak 

tanggal 01 Juni 2015 yang hingga sekarang, Pemohon tetap di rumah 

kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon pergi 

tidak diketahui keberadaannya lagi (ghaib) dan pihak keluarga telah 

berupaya mencari Termohon namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita 

acara surat panggilan yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, 

tidak menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk 

menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi 

Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni 

dari Hasan sebagai berikut: 

امِ الْمُسْلِمِيَن فَ لَمْ يُُِبْ فَ هُوَ ظاَلٌِ لََ حَقَّ لَهُ   مَنْ دُعِيَ إلََ حَاكِمٍ مِنْ حُكَّ

Artinya:”Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau 

memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang 

dholim dan gugurlah haknya”. 
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Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami 

istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk 

membuktikan kebenaran alasan perceraiannya; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya 

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

(bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim 

menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai 

maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian 

yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini 

dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai; 

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil 

permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan 

permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus 

didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-

orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan 

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 

22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;  

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa  

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 

tahun hingga sekarang, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama di 

rumah orang tua Pemohon, sedangkan  Pemohon tetap tinggal di rumah 

kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon, pihak keluarga telah 

berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil merupakan fakta yang 

dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan 

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat 

materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan 
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saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat 

bukti; 

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian 

dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai berpisah tempat tinggal 

dan pihak keluarga telah tidak berhasil merukunkan Pemohon dan 

Termohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah 

memenuhi ketentuan Pasal 171, 175, 307, 308, dan 309  R.Bg telah 

memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima 

sebagai bukti dalam perkara ini; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon 

telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 

lebih kurang 3 tahun hingga sekarang, fakta mana menurut Majelis Hakim 

dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam rumah 

tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran 

atau perselisihan yang terus menerus; 

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, 

ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;  

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan kedua saksi 

Pemohon, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juni 

2009; 

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah 

orang tua Pemohon; 

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena 

Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada 

Pemohon ; 

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal 

selama 3 tahun hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi; 

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari Termohon, akan tetapi 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka 

Majelis berpendapat telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan 
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Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus bahkan kemudian 

keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada itikad baik dari 

keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, pihak 

keluarga Pemohon sudah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil 

dan saat ini merasa sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya 

serta merasa tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk 

rukun kembali dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti 

sebagaimana tersebut di atas, maka telah nyata rumah tangga Pemohon 

dengan Termohon telah pecah (marriage breakdown), antara keduanya 

sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam 

sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, oleh 

karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan 

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud 

dalam surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh 

karena itu maka Majelis berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon 

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, 

dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaan yang demikian itu maka 

sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar 

dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, 

oleh karenanya maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak 

layak untuk dipertahankan lagi; 

Menimbang, bahwa menurut  ajaran Islam perceraian adalah  

merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu 

perkawinan yang   sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena 

telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada 

maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;   

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu 

mengetengahkan dalil syar’i dalam surat Al-baqoroh : 227 yang berbunyi: 
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Artinya : “ dan jika engkau telah berketetapan hati (untuk menceraikan 

istrimu), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha 

melihat”. 

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu 

mengemukakan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai 

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: 

 المصالح جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik 

kemaslahatan”; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah 

cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 

huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka Majelis menilai 

permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan 

di atas dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., Majelis Hakim dapat 

mengabulkan permohonan Pemohon tersebut secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi 

Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang 

Pengadilan Agama Manna; 

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya 
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tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, 

maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 

3. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (Termohon ) di depan sidang Pengadilan 

Agama Manna;  

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 

2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1439 Hijriah. oleh kami, 

Sudiliharti, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H. 

dan Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, 

putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut 

dengan dibantu oleh M. Sahrun, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh 

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  

 

Hakim anggota,                            Hakim Ketua, 

 

  

Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H.                 Sudiliharti, S.H.I..                                                                 

 

 

Hakim anggota, 

 

 

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No 0028/Pdt.G/2017/PA Mna 

 

                                                                       

   Panitera, 

 

 

                                                                        M.Sahrun, S.Ag. 

 

Perincian biaya perkara: 

1. Pendaftaran   : Rp    30.000,00 

2. Administrasi       : Rp    50.000,00 

3. Panggilan                    :  Rp  195.000,00 

4. Redaksi   : Rp      5.000,00 

5. Meterai   : Rp      6.000,00 

Jumlah   : Rp  286.000.00      

                                    (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)  
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